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INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK  
KOTA PEKANBARU 
 
Oleh : HENDRIADI DEDEK 
 
Penelitian ini dilakukan pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan inovasi pelayanan publik 
pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yaitu terjadi inovasi dari Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor pendukung dalam 
pelaksanaan inovasi pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekanbaru. Jenis penelitian  dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan hasil penelitian dan 
menganalisa sehingga diperoleh hasil kemudian menyimpulkannya. Informan 
dalam penelitian ini adalah pegawai Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
sebagai key informen dan masyarakat sebagai informen pendukung yang peneliti 
ambil terdiri dari 2 orang masyarakat yang sedang melakukan pelayanan di Mal 
Pelayanan Publik kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk 
melihat hasil penelitian dan pembahasan. Teknik analisis data menggunakan 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan publik pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru dapat dikatakan sesuai dengan kriteria inovasi yang 
ditetapkan oleh PERMENPAN-RB terdiri dari 5 (lima) kriteria inovasi yaitu: 
Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, dapat direpilkasi, dan Berkelanjutan. 
Sehingga diperoleh hasil bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan publik pada Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru memiliki kebaruan inovasi yang dilakukan 
dengan efektif, inovasi yang dilakukan bermanfaat baik bagi masyarakat, swasta 
maupun pemerintah lainnya sehingga dapat direplikasi pada pemerintah lainnya 
dan inovasi yang dilakukan berkelanjutan terus menerus. Dengan faktor 
pendukung yaitu anggaran, Sumber Daya Manusia yang terlatih dan terdidik.dan 
partsipasi masyarakat 
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1.1 Latar Belakang 
 Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelayanan publik yang dilaksanakan 
oleh pemerintah mengalami perkembangan, yaitu pemerintah melakukan 
peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kepuasaan 
kepada warga negaranya. Pelayanan juga merupakan faktor penting bagi setiap 
instansi pemerintahan. Pelayanan yang baik akan membawa dampak positif bagi 
Instansi tersebut begitu juga sebaliknya apabila Instansi tersebut memberikan 
pelayanan yang buruk maka akan berdampak negatif bagi instansi itu sendiri. 
 Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan 
pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas 
pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jika 
suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar 
kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan 
lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik. Untuk lebih 
meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah juga melakukan beberapa inovasi 





Inovasi merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah 
organisasi pemberi layanan sektor publik. Instansi pemerintah sebagai pemberi 
layanan dituntut memiliki inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. Beberapa pemerintah daerah berlombalomba, bersaing dan berupaya 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar terjadinya 
peningkatan kualitas pelayanan publik.  
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah sudah 
berupaya melakukan inovasi pelayanan publik dengan cara mendidirikan Mal 
Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu 
generasi ketiga, yang mana pelayanan terpadu generasi pertama adalah Pelayanan 
Terpadu Satu Atap (PTSA) dan pelayanan terpadu generasi kedua adalah 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kehadiran Mal Pelayanan Publik sebagai 
generasi ketiga dapat memayungi Pelayanan Terpadu sebelumnya tanpa 
mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnnya.  
 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan perluasan fungsi 
pelayanan terpadu dengan ruang lingkup seluruh pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta 
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. Bila 
dalam PTSP hanya terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, 
maka dalam Mal Pelayanan Publik Penyelenggara dapat melibatkan 
BUMN/BUMD dan Swasta. Sebagaimana Penyelenggaraan Mal Pelayanan 





BUMN/BUMD dan swasta bergabung dalam satu gedung dengan fasilitas yang 
memadai serta nyaman. 
Pada saat ini, sudah ada 14 Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah di 
Indonesia, Ke-14 Mal Pelayanan Publik itu telah diresmikan di Provinsi DKI 
Jakarta, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017. Kemudian 
Kota Denpasar, Kota Tomohon, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, 
Kota Batam, Kabupaten Probolinggo, Kota Padang, dan Kabupaten Kulon Progo, 
yang meresmikan Mal Pelayanan Publik pada tahun 2018. Lalu, di tahun 2019, 
Mal Pelayanan Publik diresmikan di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sidoarjo, 
dan Kota Pekanbaru. 
 Menurut Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelengaraan Mal 
Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan 
atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan pelayanan 
administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat 
maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta 
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan 
nyaman. Mal Pelayanan Publik juga sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPM PTSP) sejak Bulan Februari 2019.  Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
sudah diresmikan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Menteri 





 Pada awal penyelenggaraan, Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
mendapatkan dana sebesar Rp 8 milyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kota Pekanbaru. Dari Rp 8 milyar tersebut digunakan untuk pelaksanaan 
pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yang sebesar Rp 5 milyar 
dan untuk pelaksanaan induk jaringan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
sebesar Rp 3 milyar. 
 Sebelum adanya Mal Pelayanan Publik masyarakat dalam mengurus 
pelayanan masih banyak permasalahan dari segi administrasi yang diberikan 
seperti persyaratan yang masih berbelit-belit, kemudian sering terjadinya 
pungutan liar, serta petugas pelayanan yang memberikan pelayanan yang tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah kota 
pekanbaru ingin membuat suatu inovasi pelayanan publik berupa Mal Pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru agar mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diharapkan masyarakat Kota 
Pekanbaru. Selain itu, dengan adanya Mal Pelayanan Publik maka akan 
memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti yang dulunya kita mengurus 
dengan membutuhkan waktu yang berhari-hari dan biaya yang lebih, namun 
dengan adanya Mal Pelayanan Publik akan memangkas waktu dan biaya 
pelayanan yang diberikan, kemudian lebih terbuka pelayanan yang diberikan, 
serta minim akan terjadinya pungutan liar yang dilakukan. 
 Oleh sebab itu, dibuatlah Inovasi pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekabaru yang memiliki Berbagai macam produk layanan yang tersedia. Maka 





layanan yang berbeda di dalam satu gedung, sehingga produk layanan yang 
diberikan sangat banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru yang mana didalamnya ada 32 instansi pemerintah dan 
non pemerintah yang berbeda, sehingga masyarakat mudah mengakses layanan, 
tidak perlu ke berbagai lokasi kantor yang berbeda, cukup ke satu lokasi saja 
masyarakat bisa menyelesaikan 2 atau lebih proses layanan yang masyarakat 
butuhkan. Proses pelayanan juga sederhana dan menghasilkan efisiensi waktu dan 
biaya dalam proses pelayanan. Dengan adanya lokasi yang berada di satu gedung, 
maka waktu yang diperlukan oleh masyarakat juga efisien. Biaya yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pelayanan administrasi juga efisien. 
Tabel 1.1 Instansi Pelayanan Publik dan Jenis Pelayanan Publik pada Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
NO Instansi Pelayanan Publik Jenis Pelayanan Publik 
1 Kejaksaan Tinggi Riau  Pelayanan Hukum 
 Penyuluhan atau Penerangan Hukum 
 E-laporan atau pengaduana masyarakat 
 Pengawasan barang cetakan 
 Pengawasan aliran kepercayaan 
2 Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru 
 Pelayanan hukum dan konsultasi hukum 
gratis 
 Pelayanan E-tilang 
 Pelayanan pengembalian barang bukti 




 Perpanjang SIM 
 SKCK 
 SPKT (Layanan Kehilangan Barang) 
4 Imigrasi  Pelayanan dokumen perjalanan Republik 
Indonesia/Paspor RI khususu 
permohonan penggatian paspor bagi 
masyarakat pemegang e-KTP Kota 
Pekanbaru 






 Layanan Cetak Ulang NPWP 
6 Kanwil Ditjen Bea Cuka  Layanan informasi Kepabeanan dan 
Cukai 
7 Badan Pertanahan 
Nasional 
 Penghapusan Hak Tanggungan/Roya 
(Pemohon Langsung) 
 Pertimbangan Teknis Dalam Rangka 
Izin Lokasi (OSS) 
8 Kementrian Agama Kota 
Pekanbaru 
 Rekomendasi Paspor Umroh dan Haji 
 Layanan Informasi Pendaftaran Haji 
 Layanan Informasi Pendaftaran Nikah 
9 BPJS Ketenagakerjaan  Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan 
 Syarat kepesertaan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan pada proses perizinan 
dan non perizinan 
 Pelaksanaan pengenaan dan pencabutan 
sanksi administratif tidak mendapatkan 
pelayanan publik tertentu 
 Pemanfaatan data tertentu 
10 BPJS Kesehatan  Cetak Kartu 
 Pendaftaran Baru 
 Pindah Faskes 
 Ubah Data 
 Pelayanan Kepesertaan badan usaha 
meliputi pendaftaran pemberi kerja dan 
perkerja berikut anggota keluarganya 
 Konsultasi Badan Usaha 
11 PT. Taspen  Menyediakan layanan informasi Taspen 
 Memberi informasi dan persyaratan klim 
kepada peserta aktif, pensiun dan ahli 
warisnya 
 Menangani keluhan peserta  
12 PT. POS Indonesia  Jasa Pengiriman dokumen dan barang 
 Pelayanan jasa keuangan 
13 PT. PLN  Pelayanan Pasang Baru 
 Pelayanan Perubahan Daya 
14 Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kota 
Pekanbaru 
 Pelayanan Pelanggan untuk Sambungan 
Baru (SB) dan penyambungan kembali 
 Balik Nama (BN) 
 Jenis-jenis pengaduan pelanggan lainnya 
15 Baznas Kota Pekanbaru  Konsultasi Zakat (Muzakki) 
 Pembayaran Zakat (Muzakki) 





 Arahan Calon Mustahiq 
16 Ikatan Notaris Indonesia  Pembuatan/perubahan akta badan 
hukum PT, CV, Firma, Yayasan 
Koperasi, Usaha Dagang, Lembaga dan 
Perkumpulan 
 Perjanjian sewa, kerjasama, dan 
perjanjian lainnya 
 Akta perjanjian kredit, fidusia, cessie 
personal guarantee dan cooperate 
guarantee 
 Akta kuasa 
 Waarmerking 
 Legalisasi 
 Penyamaan fotocopy 
17 Ikatanan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah 
 Jual beli 
 Hibah 
 Tukar menukar 
 Pemasukan ke dalam perusahaan 
(Inbreng) 
 Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) 
 Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) 
 Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) 
 Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) 
atau hak pakai atas tanah hak milik 
18 Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan (BPOM) 
 Informasi Pendaftaran Pangan Olahan 
MD dan ML 
 Informasi Notifikasi Kosmetika 
 Pengurusan SKI/SKE Online 
 Informasi Pendaftaran OT/SK 
19 Ikatan Apoteker  
Indonesia 
 Pendaftaran Anggota Baru 
 Pembuatan Rekom SIPA 
 Resertifikasi 
20 Ikatan Arsitek Indonesia  Pelayanan Arsitektur dan keprofesian 
Arsitek 
21 Bank BNI  Pelayanan terhadap nasabah baik 
transaksi penyetoran maupun penarikan 
 Menyediakan layanan mesin Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM) 
22 Bank BRI  Pelayanan terhadap nasabah baik 
transaksi penyetoran maupun penarikan 
 Menyediakan layanan mesin Anjungan 





23 Bank Riau Kepri  Pelayanan setor tunai 
 Pelayanan penarikan tunai 
 Pelayanan pembayaran retribusi 
 Pelayanan PBB 
 Pelayanan Pajak, Hotel, Reklame dan 
Restoran 
24 Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau 
 Pembayaran Pajak Air Permukaan 
 Pembayaran Pajak Alat berat 
25 Samsat Provinsi Riau  Pembayaran Pajak dan Pengesahaan 
STNK Tahunan 
26 Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Pekanbaru 
 Layanan Perizinan dan non Perizinan 





 Pelayanan Pensiun 
28 Badan Pendapatan 
Daerah  Kota Pekanbaru 
 Pembayaran Pajak PBB 
 Pembayaran Pajak Reklame 
 Pembayaran Pajak Restoran 
 Pembayaran Pajak Hotel 
 Pembayaran Pajak Hiburan 
 Pembayaran Pajak Parkir 
 Pembayaran Pajak PPJU 
 Pembayaran Pajak Air Tanah 
 Pembayaran Pajak Galian C 
 Pembayaran Pajak Sarang Burung 
Wallet 




 Surat keterangan dating 
 Surat keterangan pindah 
30 Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik 
(LPSE) Kota Pekanbaru 
 Layanan Pengguna SPSE 
 Layanan verifikator LPSE 
31 APPERNAS Jaya Riau  Entitas Kolektif Developer 
 Rekomendasi Sireng (Sistem Informasi 
Registrasi Pengembang) 
 Rekomendasi Sikumbang (Sistem 
Kumpulan Pengembang) 
 Rekomendasi Sikasep (Sistem Informasi 





 Rekomendasi ke PLN, BPN, Dishub, 
Perbankan dan Mitra Kerja lainnya 
 Dan lain-lain yang berhubungan seputar 
perumahan 
32 Badan Narkotika 
Nasional 
 Surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) 
 Layanan tes urine untuk deteksi dini 
 Layanan permohonan narasumber 
pemateri sosialisasi P4GN 
Sumber  : http://www.mpp.pekanbaru.go.id/ diakses tanggal 23 Desember 2019 
 Mal Pelayanan Publik juga memberikan inovasi pada Fasilitas yang bisa 
memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat yang sedang 
melakukan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, berikut inovasi 
Fasilitas pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru :  
1. AC 
2. Area Parkir 
3. ATM Center 
4. CCTV 
5. Coffe Shop 
6. Display Information 
7. Fasilitas Disabilitas  
8. Fasilitas Wifi 
9. Gallery Charger 
10. Loket Pelayanan/Layanan Mandiri 
11. Mesin antrian/Online 
12. Perpustakaan 
13. Rest Room 





15. Ruang Menyusui  
16. Ruang Tunggu 
17. Sound System  
 Sebelum 1 tahun terlaksananya, Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
sudah mendapat prestasi berupa sebuah piagam penghargaan yaitu Sebagai Role 
Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2019 dari 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Bapak 
Tjahjo Kumolo di Kota Batam 
 Berdasarkan Penjelasan diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan 
mengetahui bagaimana pelaksanaan inovasi pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Pada 
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disiimpulkan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru ? 
2. Apa faktor pendukung pelaksanaan inovasi pelayanan publik pada Mal 






1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan diadakan penelitian ini adalah  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan inovasi pelayanan publik pada Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan inovasi pelayanan 
publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan dari penelitian Inovasi Pelayanan Publik di Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru adalah : 
1. Manfaat bagi peneliti 
 Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang inovasi 
pelayanan publik Pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru serta untuk 
penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
2. Manfaat bagi akademik 
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan 
kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai 
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru sebagai inovasi pelayanan publik 








2.1 Pelayanan Publik 
2.1.1 Definisi Pelayanan Publik 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang 
atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
menurut Bab I Pasal 1 ayat 1 UU No. 25/2009. yang dimaksud pelayanan publik 
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemnuhan kebutuhan 
pelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administraif yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik. 
 Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefiniskan sebagai segala 
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi 
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan 
Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyrakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang- undangan. 





 Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat 
didefinisikan sebagai segala bentuk jasa publik yang ada prinsipnya menjadi 
tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,didaerah dan 
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 
upaya pemunuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 
2007:4-5). 
2.1.2 Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik 
 Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna 
jasa, karena itu penyelenggaranya membutuhkan azas-azas pelayanan. Dengan 
kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, penyedia pelayanan publik harus 
memperhatikan azas pelayanan publik. 
 Azas-azas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 
sebagai berikut: 
a. Transparasi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah 
dimengerti. 
b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 






d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaran 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 
ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
 Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 25 / 2009, penyelenggaraan 
pelayanan publik berasaskan : 
a. Kepentingan umum 
b. Kepastian hukum 
c. Kesamaaan hak 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban 
e. Keprofesionalan 
f. Partisipatif 
g. Persamaan perlakuan / tidak diskrimatif 
h. Keterbukaan 
i. Akuntabilitas 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 
k. Ketepatan waktu 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
 Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan  





pelayanan publik menurut MENPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003 antara lain 
adalah : 
1. Kesederhanaan. 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan 
mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan. 
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik 
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
3. Kepastian waktu. 
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan. 
4. Akurasi. 
Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
5. Keamanan 
Proses dan prosuk pelayanan publik memberikan rasa  aman dan kepastian 
hukum. 
6. Tanggung jawab. 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 





7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja. 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan 
informatika. 
8. Kemudahan akses. 
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informasi. 
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
10. Kenyamanan. 
11. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkugan yang indah dan 
sehat, serta dilengkapi denga fasilitas pendukung pelayanan, 
seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya. 
 Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan 
tugas serta fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan 
permohonanannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang di bakukan dalam 
penyelenggaran pelayanan publik sebagai pedoman  yang  wajib  ditaati  dan  
dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi 





control masyarakat dan atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara 
pelayanan. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai 
dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta 
memperhatikan kebutuhan  dan  kondisi  lingkungan,  dalam  proses  perumusan  
dan penyusunannya melibatkan masyarakat termasuk aparat birokrasi untuk 
mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen 
meningkatkan kualitas pelayanan. 
 Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang kurangnya melipti : 
1. Prosedur Pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan. 
2. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
3. Biaya pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
4. Produk pelayanan 








5. Sarana dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
6. Kompetensi petugas pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang 
dibutuhkan (dalam Ratminto dan Winarsih, 2007:23) 
 Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, 
ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang tentang 
Pelayanan Publik, karena dianggap cukup realistis untuk menjadi materi muatan 
Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut : 
1. Dasar hukum 
2. Persyaratan; 
3. Prosedur Pelayanan; 
4. Waktu penyelesaian; 
5. Biaya pelayanan; 
6. Produk pelayanan; 
7. Sarana dan Prasarana; 
8. Kompetensi petuas pelayanan; 
9. Pengawasan intern; 
10. Pengawasan extern; 
11. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan; 





 Azas, prinsip, dan standar pelayanan tersebut merupakan pedoman dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah  dan  berfungsi  
sebagai  indikator  dalam  penilaian  serta evaluasi kerja bagi penyelenggara 
pelayanan publik. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini 
diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan prosesnya memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat. 
 
2.2 Inovasi 
2.2.1 Definisi Inovasi 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 
Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, 
dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai 
dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 
Inovasi didefinisikan sebagai proses atau hasil pengembangan, 
pemanfaatan / mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk 
menciptakan atau memperbaharui produk (jasa dan barang), proses atau sistem 
yang baru, yang memberikan nilai tambah. Inovasi juga diartikan sebagai: ide 
kreatif, tindakan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya, best practices, 
good practices, terobosan dan lain-lain. Meskipun tidak semua ide baru bisa 





memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur 
kebaruan (novelty) dan kebermanfaatan (expediency) (LAN, 2014). 
 Menurut Rogers (dalam Rina 2013) inovasi adalah sebuah ide, praktik atau 
objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Menurut Asian 
Development Bank inovasi adalah Sesuatu yang baru, dapat di implementasikan, 
dan memliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian 
ataupun aktivitas; ini adalah konsep, proses, penerapan, dan kapabilitas yang 
menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk 
membuat nilai untuk masyarakat. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan 
pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi 
dari yang sudah ada (Permenpan No 30 Tahun 2014). Dengan definisi ini maka 
kata persepsi menjadi kata yang penting karena pada mungkin suatu ide, praktek 
atau benda akan dianggap sebagai inovasi bagi sebagian orang tetapi bagi 
sebagian lainnya tidak tergantung apa yang dirasakan oleh individu terhadap ide, 
praktek atau benda tersebut. 
2.2.2 Kriteria Inovasi 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi 
Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018,  







1.  Memiliki kebaruan 
Memiliki kebaruan yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, 
pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan 
desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan 
publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 
2.  Efektif 
Efektif yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan 
solusi dalam penyelesaian permasalahan. 
3.  Bermanfaat 
Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi 
kepentingan dan perhatian publik. 
4.  Dapat ditransfer/direplikasi  
Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh 
dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara 
pelayanan publik lainnya. 
5.  Berkelanjutan 
Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang 
diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan 
fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan. 
2.2.3 Jenis Inovasi 
Sedangkan bentuk inovasi Administrasi Publik menurut LAN RI (2014) : 
1. Inovasi dalam prosesnya 





3. Inovasi dalam konteks hubungan kerja 
4. Inovasi dalam bentuk teknologi 
5. Inovasi dalam bentuk konseptual atau kebijakan 
6. Inovasi dalam bentuk metode 
7. Inovasi terkait struktur organisasi 
8. Inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia. 
2.2.4  Karakteristik Inovasi 
Cepat atau lambat penerimaan inovasi oleh masyarakat sangat tergantung 
pada karakteristik inovasi itu sendiri. Karakteristik inovasi yang mempengaruhi 
cepat lambat penerimaan informasi Everett M. Rogers (2003), sebagai berikut : 
1. Relative advantage atau keuntungan relatif 
Keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap  
menguntungkan bagi penerimanya. Sebuah inovasi harus mempunyai 
keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi  sebelumnya. 
Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur 
berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, 
kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. 
2. Compability atau kesesuaian 
Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, 
pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Hal tersebut dimaksudkan 
agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja karena 





selain itu, dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran 
terhadap inovasi secara lebih cepat. 
3. Complexity atau kerumitan 
Kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan 
menggunakan inovasi bagi penerima, dengan sifatnya yang baru maka 
inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan inovasi sebelumnya, namun, karena sebuah inovasi menawarkan 
cara yang lebih baru dan lebih baik maka tingkat kerumitan ini pada 
umumnya tidak menjadi masalah yang penting. 
4. Triability atau kemungkinan dicoba 
Kemampuan untuk diujicobakan atau kemungkinan dicoba 
maksudnya adalah dimana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu 
inovasi oleh penerima. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan 
terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan 
inovasi yang lama sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji 
publik dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk 
menguji kualitas dari sebuah inovasi. 
5. Observability atau kemudahan diamati 
Kemudahan diamati maksudnya adalah mudah atau tidaknya 
pengamatan suatu hasil inovasi. Sebuah inovasi harus dapat diamati dari 
segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, 
dengan atribut seperti itu maka inovasi merupakan cara baru menggantikan 





2.3 Inovasi Pelayanan Publik 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 
mendefinisikan inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik 
baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi 
yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanaan publik sendiri tidak 
mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan 
baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari 
perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.  
 
2.4 Mal Pelayanan Publik 
2.4.1 Definisi Mal Pelayanan Publik 
 MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu. Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta 
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. 
Menurut Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelengaraan Mal 





1. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat 
berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik 
atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan 
perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta 
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta 
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, 
aman, dan nyaman. 
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 
jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 
kegiatan pelayanan publik. 
4. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 
publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang 
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 





5. Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan 
yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa 
pintu. 
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu 
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan 
yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 
7. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah 
pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah. 
8. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran 
penyelenggaraan MPP. 
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendayagunaan aparatur negara. 
2.4.2 Tujuan Mal Pelayanan Publik 
a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan 
kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan 
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha 
di Indonesia. 
2.4.3 Prinsip Mal Pelayanan Publik 
a. keterpaduan; 







e. aksesibilitas; dan 
f. kenyamanan.  
 
2.5 Pandangan Islam Tentang Inovasi Layanan 
Dalam Surat al-Hasyr ayat 18 dijelaskan 
َا ب ِي ب رس  ِبي بخاب ا بَّللاَّ نَّ ي بإ ۚ ب ا ُىابَّللاَّ ق َّ ات بوا ۖ ب دٍ غا ي بل ْت ما دَّ ا بما بق س  فْ ا ن ب ْس ظُ نْ تا لْ بوا ا ُىابَّللاَّ ق َّ ت با ىا ُ ن ما بآ ينا ري َّ ل ها با يُّ ا بأ ا
ُىناب ل َا ْع ا  ت
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memperingatkan orang-orang yang 
beriman agar menatap masa depan. Dengan melakukan berbagai inovasi maka kita 
bisa mengembangkan berbagai hal khususnya ilmu pengetahuan demi masa depan 
yang lebih baik. Dalam penjelasan ayat di atas dapat penulis tarik kesimpulan, 
inovasi pelayanan dalam islam yaitu suatu gagasan yang harus dilakukan oleh 
seorang untuk melihat masa depan agar bisa terciptanya sistem kerja / pelayanan 
publik yang jauh lebih baik lagi kedepannya. 
 Allah menghendaki umat manusia untuk mencari keseimbangan antara 
dunia dan akhirat. Manusia tidak boleh terputus antara kedua sisi tersebut, 
sehingga lahirlah kebahagian. Bekerja keras adalah tujuan untuk menghasilkan 





dituntut dalam bekerja adalah iklas. Kalau dalam setiap pekerjaan yang dilakukan 
oleh seorang baik sebagai Aparatu Negara maupun Pegawai Swasta akan 
membawa keberkahan dalam kehidupannya 
 Dalam penjelasan lain Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Zalzalah 7-8: 
ْرًساب ٍةبخا بذازَّ ْثقا لا ْلبمي َا ْنبياْع َا هُبفا ياسا  
Artinya :  Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya. 
هُب ابياسا س ً ٍةبشا بذازَّ ثْقا لا ْلبمي َا ْنبياْع ما  وا
Artinya :  Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya pula. 
 Niat yang dimaksutkan dalam suatu pekerjaan adalah kata hati nurani. Jika 
seseorang yang bekerja dengan niatnya baik bearti dia berada pada jalan yang 
benar dan jika dalam bekerja niatnya buruk bearti dia berada pada yang mungkar. 
Barang siapa yang ingin kembali bertemu dengan Allah SWT. Pemberi pelayanan 
publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima 
pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan 
hukum. menurut pandangan islam tugas  sesuai dengan perintah Allah SWT 
adalah ibadah dan akan mendapat pahala. Sedangkan melakukan perbuatan yang 
tidak sesuai dengan perintah Allah SWT bukanlah namanya ibadah dan juga 
mendapatkan dosa.  Segala pekerjaan harus dimulai dengan niat, karena niat itu 






2.6 Penelitian Terdahulu 
  Pada bagian ini, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang 
dikutip penulis dari jurnal dan skripsi yaitu : 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu. 
PENELITI JUDUL PERSAMAAN 
Putri Robiatul Adawiyah, 





Inovasi dalam pelayanan 




yang dilaksana peneliti 
dengan penelitian 
terdahulu adalah Melalui 
Mal Pelayanan Publik di 
Kota Pekanbaru, bahwa 
pemerintah Kota 
Pekanbaru juga telah 
Berupaya mewujudkan 




mudah segala layanan 
administratif secara lebih 
efektif dan efisien 
Nina wahyuni, Dra. 
Maesaraoh, M.Si, 
Departemen Administrasi 
Publik, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Diponegoro. 
Analisi Inovasi Pelayanan di 
Kepolisian Daerah Jawa 
Tengah (Studi Kasus Smile 
Police) 
Persamaan penelitian 






Prasetyo Junior, Jurusan 
Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas 
Diponegoro. (2016) 
Inovasi Pelayanan Publik 
(Studi Kasus Perizinan 
Penanam Modal di BPPT 
Kota Semarang) 
Persamaan penelitian 
yang dilaksana peneliti 
dengan penelitian 
terdahulu adalah tentang 
proses inovasi pelayanan 
publik. 
Indri Agustina, Jurusan 
Administrasi Publik, 
Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas 
Riau (2017) 
Inovasi Pelayanan 
Pembayaran Pajak Secara 
Elektronik (E-Billing) di 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pekanbaru Tampan 
Persamaan penelitian 





Hafiz Kemurata An 
Nawawi, Jurusan 
Analis Penyelenggaraan 
Inovasi Pelayanan Publik  
Persamaan penelitian 






Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial, Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim. (2020) 




mengenai inovasi pada 
Mal Pelayanan Publik 
Kota Pekanbaru 
 
2.7 Definisi Konsep 
 Guna mendukung dan menghilangkan salah pengertian dari istilah yang 
digunakan dalam penulisan ini, maka penulis medefenisikan konsep-konsep 
sebagai berikut : 
1. Inovasi Pelayanan Publik adalah  terobosan jenis pelayanan baik yang 
merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak 
mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu 
pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas 
dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat 
berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada 
inovasi yang ada 
2. Pelayanan Publik adalah sebagai segala bentuk jasa publik yang ada 
prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah di pusat,didaerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemunuhan kebutuhan 






3. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau 
aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau 
pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan 
terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka 
menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan 
nyaman. 
 
2.8 Konsep Operasional 
 Untuk mempermudah menganalisa dan agar mendapat kesatuan pengertian 
dalam penelitian maka berikut konsep operasional yang digunakan : 
Tabel 2.2 Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2018,  
inovasi memiliki kriteria 
sebagai berikut: 
Memiliki Kebaruan a. Kebaruan 
b. Kreativitas 
Efektif a. Hasil Yang Nyata 
dan Terukur 



















Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 






2.9 Kerangka Berpikir 
 Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan  tujuan yang 
ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka bepikir dalam 
melaksanakan penelitian ini. kerangka berfikir dibentuk sebagai berikut. 
Inovasi dalam pelayan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 

























Inovasi Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Pekanbaru 
Kriteria Inovasi  
Terlaksananya dengan baik inovasi pelayanan 
pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Pekanbaru 
1. Memiliki kebaruan 
2. Efektif 
3. Bermanfaat 










3.1 Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti 
berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuia dengan kenyataan yang ada tanpa 
melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Sugiyono (2011:11) 
memaparkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 
tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 
variabel yang lain, yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, 
apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis juga 
dengan kata-kata. 
 
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekanbaru yang beralamat Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru berlokasi di Jl. 
Jendral Sudirman No. 464, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Kode Pos 
28121. Telp (0761) 28262, Pesan 0811-7515-133. Media Sosial Facebook 
(DPMPTSP PEKANBARU), Twitter (@dpmptsp_pku), Instagram 
(dpmptsp_pekanbaru), Whatsapp (0811-7515-133). Website 
http://mpp.pekanbaru.go.id/. Penelitian ini dilakukan pada pada bulan Agustus 





3.3 Informan Penelitian 
 Dalam penelitian ini dipilih informan-informan yang mengetahui tentang 
inovasi pelayanan publik pada Mal Pelayanan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu 
penelitian menetapkan informen dalam penelitian ini adalah informen-informen 
yang mengetahui dan terlibat dalam Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
Key Informen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 
2. Pegawai Konsultan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
Informan Pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Masyarkat Kota Pekanbaru yang sedang melakukan layanan di Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
 
3.4 Sumber Data Penelitian 
 Data yang dipakai dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan penelitian 
yang telah disebutkan diatas maka data yang diperlukan antara lain: 
1. Data Primer 
 Menurut Martono (2015:65), data primer dalam proses penelitian 
didefenisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari 
lokasi penelitian melalui utama (seperti informan melalui wawancara) atau 
melalui hail pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini 
penulis memperoleh data langsung dari Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
dengan cara melakukan wawancara dengan responden terpilih. Wawancara yang 





dipersiapkan sebelumnya, agar membantu berjalannya wawancara dengan baik 
dan tidak keluar dari konflik dan tujuan yang telah ditentukan. 
2. Data Sekunder 
Martono (2015:66) menjelaskan bahwa dalam mengemukakan data sekunder 
dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, 
penulis berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. 
Maksudnya memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini 
seperti data berita, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk 
melengkapi data primer. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
 Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan 
dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) 
dan kesahihannya (validitasnya) (Husaini Usman, 2009: 52). Kemudian 
didalam penelitian ini penulis melakukan observasi terlebih dahulu untuk 
mencari masalah terkait penelitian ini. 
2. Wawancara 
 Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 
secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang 





penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam, ini 
bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar 
berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Pihak yang akan 
diwawancarai adalah personal yang berhubungan dengan inovasi 
pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono 
2016). Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan 
menganalisis dokumen-dokumen di instansi, teknik dokumentasi ini 
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen 
mengenai Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini yaitu berupa analisis data kualitatif, 
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 
pengumpulan data dalam periode tertentu sampai diperoleh data yang dianggap 
sesuai dengan kebutuahan penelitian. 
Langkah-langkah analisis data kualitatif sebagaimana yang dialkukan oleh 
Miles Dan Huberman (Martono, 2015: 11) Analisis data dapat digunakan cara 
sebagai berikut ini: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, 





demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang 
selanjutnya. 
2. Penyajian Data 
Setelah direduksi, maka langakah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Akan tetapi 
yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 
data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. 
Keimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan 
yang dikemukakan pda tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan 
konsiten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 






GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Cut Nyak Dhien No 
3 Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Kode Pos 28121. Telp (0761) 28262, 
Pesan 0811-7515-133. Media Sosial Facebook (DPMPTSP PEKANBARU), 
Twitter (@dpmptsp_pku), Instagram (dpmptsp_pekanbaru), Whatsapp (0811-
7515-133). Website mpp.pekanbaru.go.id. 
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dibatasi oleh :  
1. Sebelah Utara : Bapppeda Kota Pekanbaru  
2. Sebelah Selatan : Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Kota Pekanbaru  
3. Sebelah Barat : Pengadilan Negeri Industrial  
4. Sebelah Timur : RTH Putri Kaca Mayang 
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana 
Pemerintahan Kota Pekanbaru yang sudah diselenggarakan pada tanggal 2 Januari 
2019 dan diresmikan pada tanggal 3 Maret 2019 oleh Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refomarsi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. Mal pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 








4.2 Logo Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
Gambar 4.1 Logo Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
 
4.2.1 Umum 
 logo mencerminkan semangat pelayanan Mal Pelayanan Publik yang 
profesional dan dinamis berbasis budaya melayu religius di Pemerintah Kota 
Pekanbaru yang Madani. 
4.2.2 Bentuk 
 Bentuk bintang segi delapan (Rub Al Hizb). Dengan pola asimetri bentuk ini 
melambangkan semangat keislaman dalam memberikan pelayanan yang modern 
dan dinamis serta dapat menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman. 
4.2.3 Tulisan  
 Tulisan Pelayanan dalam Arab melayu. Mal Pelayanan Publik (MPP) 
didasarkan pada semangat profesional berbasis budaya melayu yang religius. 
Lingkaran diluar tulisan Arab Melayu bermaknakan kesatuan, integritas, dan 
solidaritas dalam pelayanan dibawah Pemerintah Kota Pekanbaru yang madani. 
4.2.4 Warna 
 Warna hijau. Melambangkan ketaqwaan, kesuburan, dan kemakmuran 






4.3  Nama Instansi Pemerintahan dan Jenis Pelayanan Pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru 
Mal Pelayanan Publik Kota Kota Pekanbaru Memiliki 32 Instansi 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah/Swasta/Assosiasi Profesi yaitu: 
4.3.1 Kementrian/Lembaga 
1. Kejaksaan Tinggi Riau 
2. Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
3. Kepolisan/Polresta Pekanbaru 
4. Imigrasi 
5. Kanwil Ditjen Pajak Riau 
6. Kanwil Ditjen Bea Cukai 
7. Badan Pertanahan Nasional 
8. Kementrian Agama Kota Pekanbaru 
4.3.2 Pemerintah Provinsi Riau 
1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
2. Samsat Provinsi Riau 
4.3.3 Pemerintah Kota Pekanbaru 
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru 
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 
Pekanbaru 





4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru  
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Pekanbaru  
4.3.4  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
Daerah/Swasta/Assosiasi Profesi/Perbankan 
1. BPJS KETENAGAKERJAAN 
2. BPJS KESEHATAN 
3. PT. TASPEN 
4. PT. POS INDONESIA 
5. PT. PLN 
6. BAZNAS KOTA PEKANBARU 
7. PDAM KOTA PEKANBARU 
8. IKATAN NOTARIS INDONESIA 
9. IKATANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 
10. BPOM 
11. IKATAN APOTEKER INDONESIA 
12. IKATAN ARSITEK INDONESIA 
13. BANK BNI 
14. BANK BRI 
15. BANK RIAU KEPRI 
16. APPERNAS Jaya Riau 






Tabel 4.1  Instansi Pelayanan Publik dan Jenis Pelayanan Publik Pada Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 
NO Instansi Pelayanan Publik Jenis Pelayanan Publik 
1 Kejaksaan Tinggi Riau  Pelayanan Hukum 
 Penyuluhan atau Penerangan Hukum 
 E-laporan atau pengaduana masyarakat 
 Pengawasan barang cetakan 
 Pengawasan aliran kepercayaan 
2 Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru 
 Pelayanan hukum dan konsultasi hukum 
gratis 
 Pelayanan E-tilang 
 Pelayanan pengembalian barang bukti 




 Perpanjang SIM 
 SKCK 
 SPKT (Layanan Kehilangan Barang) 
4 Imigrasi  Pelayanan dokumen perjalanan Republik 
Indonesia/Paspor RI khususu 
permohonan penggatian paspor bagi 
masyarakat pemegang e-KTP Kota 
Pekanbaru 
5 Kanwil Ditjen Pajak Riau  Layanan asistensi penyampaian SPT 
melalui e-filling 
 Layanan Cetak Ulang NPWP 
6 Kanwil Ditjen Bea Cuka  Layanan informasi Kepabeanan dan 
Cukai 
7 Badan Pertanahan 
Nasional 
 Penghapusan Hak Tanggungan/Roya 
(Pemohon Langsung) 
 Pertimbangan Teknis Dalam Rangka 
Izin Lokasi (OSS) 
8 Kementrian Agama Kota 
Pekanbaru 
 Rekomendasi Paspor Umroh dan Haji 
 Layanan Informasi Pendaftaran Haji 
 Layanan Informasi Pendaftaran Nikah 
9 BPJS Ketenagakerjaan  Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan 
 Syarat kepesertaan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan pada proses perizinan 
dan non perizinan 
 Pelaksanaan pengenaan dan pencabutan 
sanksi administratif tidak mendapatkan 





 Pemanfaatan data tertentu 
10 BPJS Kesehatan  Cetak Kartu 
 Pendaftaran Baru 
 Pindah Faskes 
 Ubah Data 
 Pelayanan Kepesertaan badan usaha 
meliputi pendaftaran pemberi kerja dan 
perkerja berikut anggota keluarganya 
 Konsultasi Badan Usaha 
11 PT. Taspen  Menyediakan layanan informasi Taspen 
 Memberi informasi dan persyaratan klim 
kepada peserta aktif, pensiun dan ahli 
warisnya 
 Menangani keluhan peserta  
12 PT. POS Indonesia  Jasa Pengiriman dokumen dan barang 
 Pelayanan jasa keuangan 
13 PT. PLN  Pelayanan Pasang Baru 
 Pelayanan Perubahan Daya 
14 Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kota 
Pekanbaru 
 Pelayanan Pelanggan untuk Sambungan 
Baru (SB) dan penyambungan kembali 
 Balik Nama (BN) 
 Jenis-jenis pengaduan pelanggan lainnya 
15 Baznas Kota Pekanbaru  Konsultasi Zakat (Muzakki) 
 Pembayaran Zakat (Muzakki) 
 Pengambilan Formulir Mustahiq 
 Arahan Calon Mustahiq 
16 Ikatan Notaris Indonesia  Pembuatan/perubahan akta badan 
hukum PT, CV, Firma, Yayasan 
Koperasi, Usaha Dagang, Lembaga dan 
Perkumpulan 
 Perjanjian sewa, kerjasama, dan 
perjanjian lainnya 
 Akta perjanjian kredit, fidusia, cessie 
personal guarantee dan cooperate 
guarantee 
 Akta kuasa 
 Waarmerking 
 Legalisasi 
 Penyamaan fotocopy 
17 Ikatanan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah 
 Jual beli 
 Hibah 
 Tukar menukar 






 Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) 
 Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) 
 Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) 
 Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) 
atau hak pakai atas tanah hak milik 
18 Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan (BPOM) 
 Informasi Pendaftaran Pangan Olahan 
MD dan ML 
 Informasi Notifikasi Kosmetika 
 Pengurusan SKI/SKE Online 
 Informasi Pendaftaran OT/SK 
19 Ikatan Apoteker  
Indonesia 
 Pendaftaran Anggota Baru 
 Pembuatan Rekom SIPA 
 Resertifikasi 
20 Ikatan Arsitek Indonesia  Pelayanan Arsitektur dan keprofesian 
Arsitek 
21 Bank BNI  Pelayanan terhadap nasabah baik 
transaksi penyetoran maupun penarikan 
 Menyediakan layanan mesin Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM) 
22 Bank BRI  Pelayanan terhadap nasabah baik 
transaksi penyetoran maupun penarikan 
 Menyediakan layanan mesin Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM) 
23 Bank Riau Kepri  Pelayanan setor tunai 
 Pelayanan penarikan tunai 
 Pelayanan pembayaran retribusi 
 Pelayanan PBB 
 Pelayanan Pajak, Hotel, Reklame dan 
Restoran 
24 Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau 
 Pembayaran Pajak Air Permukaan 
 Pembayaran Pajak Alat berat 
25 Samsat Provinsi Riau  Pembayaran Pajak dan Pengesahaan 
STNK Tahunan 
26 Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Pekanbaru 
 Layanan Perizinan dan non Perizinan 










28 Badan Pendapatan 
Daerah  Kota Pekanbaru 
 Pembayaran Pajak PBB 
 Pembayaran Pajak Reklame 
 Pembayaran Pajak Restoran 
 Pembayaran Pajak Hotel 
 Pembayaran Pajak Hiburan 
 Pembayaran Pajak Parkir 
 Pembayaran Pajak PPJU 
 Pembayaran Pajak Air Tanah 
 Pembayaran Pajak Galian C 
 Pembayaran Pajak Sarang Burung 
Wallet 




 Surat keterangan datang 
 Surat keterangan pindah 
30 Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik 
(LPSE) Kota Pekanbaru 
 Layanan Pengguna SPSE 
 Layanan verifikator LPSE 
31 APPERNAS Jaya Riau  Entitas Kolektif Developer 
 Rekomendasi Sireng (Sistem Informasi 
Registrasi Pengembang) 
 Rekomendasi Sikumbang (Sistem 
Kumpulan Pengembang) 
 Rekomendasi Sikasep (Sistem Informasi 
KPR Subsidi Perumahan) 
 Rekomendasi ke PLN, BPN, Dishub, 
Perbankan dan Mitra Kerja lainnya 
 Dan lain-lain yang berhubungan seputar 
perumahan 
32 Badan Narkotika 
Nasional 
 Surat keterangan hasil pemeriksaan 
narkotika (SKHPN) 
 Layanan tes urine untuk deteksi dini 
 Layanan permohonan narasumber 
pemateri sosialisasi P4GN 
Sumber  : http://www.mpp.pekanbaru.go.id/ diakses tanggal 23 Desember 2019 
 
4.4 Dasar Hukum Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
1. Undang-undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2009. 






3. Keputusan Menpan Rb No 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 
4. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 603 Tahun 2018 Tentang 
Pembentukan Mal Pelayanan Publik. 
5. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor Kpts.100 Tahun 2018 Tentang 
Pembentukan Tim Percepatan Implementasi Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekanbaru Tahun 2018 
6. MOU dan PKS Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Instansi 
Penyelenggara Pelayanan Publik Yang Bergabung Pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru 
 
4.5 Visi dan Misi Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
4.5.1 Visi Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
“Mal Pelayanan Publik (MPP) Untuk Peningkatan  Pelayanan dan 
Kemudahan Berusaha Menuju Kota Pekanbaru Smart City Madani” 
4.5.2 Misi Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
1. Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keterjangkauan, Keamanan 
Masyarakat dalam Mendapatkan Pelayanan. 
2. Meningkatkan Daya Saing Global Dalam Memberikan Kemudahan 








4.6 Teknis Layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
Jadwal Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
Senin – Kamis : 08.00 - 15.00 WIB 
Jum’at  : 08.00 - 11.30 WIB 
  : 13.30 – 15.00 WIB 










Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana pelaksanaan 
inovasi pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, menurut 
hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan berdasarkan pengukuran 
terhadap 5 kriteria Inovasi menurut PERMENPAN-RB No. 3 Tahun 2018 tentang 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah 
Tahun 2018 yaitu Pelaksanaan Inovasi Pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekanbaru yaitu Memiliki Kebaruan yaitu terjadi perkembangan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru, Inovasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik  Efektif 
memiliki hasil inovasi yang nyata dan terukur berupa sebuah Penghargaan dari 
Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inovasi 
pelayanan pada Mal pelayanan Publik Kota pekanbaru Bermanfaat bagi 
masyarakat, Swasta, dan Pemerintah, Inovasi pelayanan yang dilaksanakan dapat 
direplikasi, dan terakhir Inovasi pelayanan yang dilakukan berkelanjutan dan 
dilaksanakan terus-menerus, kemudian pelaksanaan inovasi pelayanan publik 
pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yaitu dapat dikatakan Sesuai dengan 
Kriteria Inovasi yang ditetapkan oleh PERMENPAN-RB. 
Semenjak adanya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 





melakukan pelayanan sekarang menjadi cepat dan nyaman dikarenakan efektif 
dan efisiennya pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dengan 
buktinya Masyarakat bisa melakukan pelayanan yang berbeda jenis pelayanannya 
maupun berbeda instansi yang akan dikunjunginya di satu tempat. Mal pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru meiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai 
sehinggi terciptanya kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat yang 
sedang melakukan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Selain itu 
Mal Pelayanan Publik juga mendapatkan suatu perhagaan dari Mentri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu MPP 
dikategorikan sebagai pelayanan prima. Mal Pelayanan Publik juga memberikan 
manfaat kepada swasta dan pemerintah lainya yaitu dengan mefasilitasi sarana 
dan prasarana terhadap swasta maupu pemerintah yang mau bergabung ke Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru sehingga terciptanya penambahan kuota 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekanbaru ialah Anggaran dalam penyelenggaran Mal Pelayanan Publik Kota 
Pekanbaru sudah tercukupi yaitu sebesar 5 miliar untuk pembangunan Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan 3 miliar untuk induk jaringan Mal 
Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Sumber Daya Manusia pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru yang sudah Terlatih dan terdidik dalam pemberian 
pelayanan dan adanya Partisipasi Masyarakat yang sedang melakukan pelayanan 





bertambahnya masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru. 
 
6.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran untuk 
Inovasi Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, sebagai 
berikut: 
1. Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru untuk selalu mempertahankan 
inovasi-inovasi yang dilaksanakan dan selalu melakukan inovasi-inovasi 
terus-menerus dalam pelayanan publik agar semakin lebih baik 
kedepannya. 
2. Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru harus mempertahankan kinerja 
pegawainya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar 
masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan pelayanannya. 
3. Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru kalau bisa juga diselenggarakan 
didaerah lainya agar masyarakat luar daerah lainya jadi tahu dan 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI MAL PELAYANAN 
PUBLIK KOTA PEKANBARU 
 
I. Memiliki Kebaruan. 
1. Apakah inovasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik ini suatu yang baru?  
2. Kenapa diselenggarakan Mal Pelayanan publik di Kota Pekanbaru 
sedangkan diluar Mal Pelayanan Publik sudah ada lembaga dan 
instansinya? 
3. apakah dinas sudah mengenalkan inovasi pelayanan pada Mal Pelayanan 
Publik  kepada masyarakat? 
II. Efektif. 
1. Apakah pelayanan pada Mal Pelayanan Publik sudah efektif untuk 
pelayanan saat ini? 
2. Apa hasil nyata sudah efektifnya pelayanan pada Mal Pelayanan Publik? 
III. Bermanfaat. 
1. Apakah Mal Pelayanan Publik mampu memberikan manfaat yang baik 
bagi masyarakat, swasta maupun pemerintah lainnya? 
2. Apakah Mal Pelayanan Publik mampu menyelesaikan permasalahan 
pelayanan yang ada sekarang? (dilatar belakang) 
IV. Dapat direplikasi. 
1. Apakah inovasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 
dapat dan sudah direplikasi oleh unit pelayanan publik di daerah lain? 






1. Apakah pelayanan pada Mal Pelayanan Publik ini berkelanjutan? 
2. Apakah MPP memiliki dukungan anggaran, sarana dan prasarana, dan 
hukum  dan perundang-undangan untuk pelayanan yang berkelanjutan? 
 
Apa faktor pendukung yang dilakuakan dinas dalam melakukan pelayanan pada 














PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MAYARAKAT YANG 
MELAKUKAN PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA 
PEKANBARU 
 
I. Memiliki Kebaruan. 
1. Apakah MPP ini suatu hal yang baru bagi bapak/ibu? 
2. Bagaimana menurut bapak/ibu adanya Mal Pelayanan Publik? 
3. Bagaimana menurut bapak/ibu menanggapi pembaharuan dalam MPP? 
II. Efektif. 
1. Apakah dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini membuat pelayanan 
lebih efektif menurut bapak/ibu? (bagus, mempermudah dll). 
III. Bermanfaat. 
1. Menurut bapak/ibu bermanfaat atau tidak Mal Pelayanan Publik ini? 
2. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari  Mal Pelayanan Publik? (kalau 
bermanfaat). 
3. Apakah menurut bapak/ibu inovasi pelayanan Mal Pelayanan Publik dapat 
menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan?  (masalah yang ada pada 
BAB I) 
IV. Dapat ditransfer/direplikasi 
1. Apakah setuju bapak/ibu Mal pelayanan Publik ini juga di contoh oleh 
daerah lainnya? 
V. Berkelanjutan 
1. Apakah bapak/ibu setuju Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru 




DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA 
PEGAWAI DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PEKANBARU 
 
Wanwancara dengan Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
 
Wawancara dengan Pegawai Konsultan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 





DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA 
MASYARAKAT DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PEKANBARU 
 
 
Wawancara dengan masyarakat yang mengurus pelayanan di Mal Pelayanan 





ALUR PENDAFTARAN ANTRIAN ONLINE DI MAL PELAYANAN 
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